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PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  

REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 5 TAHUN 2023  

TENTANG  
SERAGAM TUGAS  POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  

 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
 

KEPALA BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
REPUBLIK INDONESIA,  

 

 
Menimbang  : a.  bahwa sebagai salah satu bentuk pembinaan  potensi 

pencarian dan pertolongan  yang dilaksanakan oleh 

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan , perlu 
memberikan keseragaman identitas sebagai citra 

profesionalisme potensi pencarian  dan pertolongan , 
sehingga dapat meningkatkan  persatuan dan kesatuan 
antarpotensi pencarian dan pertolongan, serta 

meningkatkan koordinasi, motivasi, keamanan, dan 
efektifitas penyelenggaraan pencarian dan pertolongan;  

b.  bahwa salah satu bentuk keseragam an identitas potensi 
pencarian dan pertolongan berupa pembuatan seragam 
tugas  bagi  potensi pencarian dan pertolongan;  

c. bahwa kebijakan mengenai seragam tugas  bagi  potensi 
pencarian dan pertolongan belum ada sehingga perlu 
diatur ; 

d.  bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu 

menetapkan Peraturan Badan Nasional Pencarian dan 
Pertolongan  tentang  Seragam Tugas  Potensi Pencarian 
dan Pertolongan ; 

 
Mengingat  : 1.  Undang -Undang 29 Tahun 2014 tentang Pencarian dan 

Pertolongan  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 

2014 Nomor 267, Tambahan Lembaran Negara Republik  
Indonesia  Nomor 5600);  

2.  Peraturan Pemerintah Nomor 2 1 Tahun 2017 tentang 
Pembinaan Potensi Pencarian d an Pertolongan  (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 11 2, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
6060);  
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3.  Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2016 tentang Badan 
Nasional Pencarian dan Pertolongan  (Lembaran Negara 

Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 186);   
4.  Peraturan Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan 

Nomor 8 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja 

Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Berita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1378) 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Badan 

Nasion al Pencarian dan Pertolongan Nomor 3 Tahun 
2022 tentang Perubahan atas Peraturan Badan Nasional 

Pencarian dan Pertolongan Nomor 8 Tahun 2020 tentang 
Organisasi dan Tata Kerja Badan Nasional Pencarian dan 
Pertolongan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 

2022 Nomor 824 ); 
 

MEMUTUSKAN:  

Menetapkan  : PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN 
PERTOLONGAN  TENTANG  SERAGAM TUGAS  POTENSI 

PENCARIAN DAN PERTOLONGAN .  
 

BAB I  

KETENTUAN UMUM  
 

Pasal 1 
Dalam Peraturan Badan ini yang dimaksud dengan:  
1.  Pencarian dan Pertolongan  adalah segala usaha dan 

kegiatan mencari, menolong, menyelamatkan, dan 
mengevakuasi manusia yang menghadapi keadaan 
darurat dan/atau bahaya dalam kecelakaan, bencana, 

atau kondisi membahayakan manusia . 
2.  Potensi Pencarian dan Pertolongan  adalah sumber daya 

manusia, sarana dan prasarana, informasi dan teknologi, 
serta hewan, selain Badan Nasional Pencarian dan 
Pertolongan  yang dapat dimanfaatkan untuk menunjang 

kegiatan penyelenggaraan operasi Pencarian dan 
Pertolongan . 

3.  Seragam Tugas  Potensi Pencarian dan Pertolongan yang 
selanjutnya disebut Seragam Tugas adalah pakaian yang 
digunakan  oleh sumber daya manusia Potensi Pencarian 

dan Pertolongan  dalam penyelenggaraan  Pencarian  dan 
Pertolongan . 

4.  Atribut Potensi Pencarian dan Pertolongan yang 

selanjutnya disebut Atribut adalah  tanda  pada Seragam 
Tugas  yang  menunjukkan identitas pemakainy a. 

5.  Kompetensi Teknis Pencarian dan Pertolongan  yang 
selanjutnya disebut Kompetensi Teknis  adalah 
pengetahuan, keterampilan, perilaku, dan/atau keahlian 

di bidang Pencarian dan Pertolongan yang harus dimiliki 
sumber daya manusia Potensi Pencarian dan 

Pertolongan.  
6.  Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan yang 

selanjutnya disebut Badan adalah lembaga pemerintah 

nonkementerian yang berada di bawah dan bertanggung 
jawab kepada Presiden.  
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7.  Kepala Badan adalah Kepala Badan Nasional Pencarian 
dan Pertolongan.   

 
BAB II  

SERAGAM TUGAS  

 
Bagian Kesatu  

Umum  

 
Pasal 2 

Seragam Tugas digunakan oleh sumber daya manusia Potensi 
Pencarian dan Pertolongan yang terdaftar dalam Sistem 
Informasi Bina Potensi.  

 
Pasal 3  

Seragam Tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 di pakai  

pada saat:  
a. upacara yang diselenggarakan oleh  Badan atau 

instansi/organisasi Potensi Pencarian dan Pertolongan;  
b.  operasi Pencarian dan P ertolongan;  
c. siaga Pencarian dan Pertolongan;  

d.  latihan Pencarian dan Pertolongan;  
e. pelatihan Pencarian dan Pertolongan;  

f.  kegiatan peningkatan Kompetensi Teknis lainnya ; dan  
g. kegiatan di bidang Pencarian dan Pertolongan lainnya 

berdasarkan penugasan Badan.  

 
Pasal 4 

Seragam Tugas  sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri 

atas : 
a. Seragam Tugas I; dan  

b.  Seragam Tugas II.  
 

Bagian Kedua  

Seragam Tugas I  
 

Pasal 5 
(1) Seragam Tugas I sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf a terdiri atas : 

a. kemeja;  
b.  celana panjang;  
c. Atribut; dan  

d.  kelengkapan.  
(2) Spesifikasi k emeja  sebagaimana dimaksud pada  ayat (1) 

huruf a sebagai berikut : 
a. berwarna dasar oranye kode K018  
b.  terbuat dari bahan kain ripstop  dril l; 
c. kerah leher rebah ; 
d.  lengan panjang yang  dapat digulung menjadi lengan 

pendek;  
e. bagian dada dilengkapi 2 (dua) saku dengan 

penutup  berkancing  dan 2 (dua) saku tersembunyi 

berritsleting  di belakang saku dada ; 
f.  bagian dada atas sebelah kiri dilengkapi dengan 

pengait handy talkie ; 
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g. bagian lipatan jahitan badan sebelah kiri dilengkapi 
1 (satu) saku untuk alat tulis;  

h.  kancing baju berjumlah  6 (enam) buah;  
i.  punggung dan pundak belakang  berwarna hitam;  

dan  

j.  garis warna perak yang berpendar dalam gelap  di  
bagian belakang . 

(3) Spesifikasi c elana panjang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b sebagai berikut : 
a. berwarna hitam kode H00;  

b.  terbuat dari bahan kain ripstop dril l;  
c. ban  pinggang untuk tempat ikat pinggang;  
d.  2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di 

belakang ; dan   
e. 2 (dua) saku tempel di samping bagian paha.  

(4) Atribut sebagaimana dimaksud pada (1) huruf c meliputi:  
a. badge lambang instansi/organisasi;  
b.  badge bendera merah putih;  
c. badge logo SAR Nasional ; 
d.  badge lokasi instansi/organisasi;  
e. badge nama;  
f.  badge nama instansi/organisasi;  
g. badge tulisan  ò Potensi SARó; 
h.  badge wing potensi ; 
i.  badge tanda kecakapan  potensi ; 
j.  badge penghargaan;  dan  

k.  badge nama sponsor.  
(5) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada  ayat (1)  huruf 

d meliputi:  
a. kaos dalam lengan pendek berwarna hitam;  
b.  tutup kepala , terdiri atas :  

1) topi pet;  
2) topi rimba;  

3) safety helmet ; dan  
4) jilbab bagi wanita berjilbab.  

c. sepatu l apangan  lars panjang warna hitam bertali 

serta berkaos kaki warna hitam;  dan  
d.  ikat pinggang lapangan  warna hitam . 

(6) Gambar, bentuk, Atribut, kelengkapan, dan penggunaan 
Seragam Tugas I tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 

Badan ini.  
 

Bagian Ketiga  

Seragam Tugas II  
 

Pasal 6  
(1) Seragam Tugas II sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 

huruf b terdiri atas : 

a. kaos lapangan ;  
b.  celana panjang ; dan  

c. kelengkapan.  
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(2) Spesifikasi k aos lapangan sebagaimana dimaksud pada 
ayat (1)  huruf a sebagai berikut : 

a. berwarna dasar oranye kode K018  
b.  tanpa kerah;  
c. lengan panjang dengan bagian siku dilapisi kain  

berwarna hitam  berisi busa ; 
d.  bagian bahu berwarna hitam diberi busa ;  
e. bagian dada sebelah kiri terdapat  logo SAR Nasional 

dan di bawah logo bertuliskan nama 
instansi/ organisasi Potensi Pencarian dan 

Pertolongan ; 
f.  bagian punggung berwarna hitam bertuliskan 

òPOTENSI  SARó; dan  

g. bagian punggung dan pundak depan berwarna hitam 
diberi garis datar  berwa rna perak berpendar . 

(3) Spesifikasi c elana panjang sebagaimana dimaksud pada 

ayat (1) huruf b sebagai berikut : 
a. berwarna hitam kode H00;  

b.  terbuat dari bahan kain ripstop dril l;  
c. ban di pinggang untuk tempat ikat pinggang;  

d.  2 (dua) saku di samping dan 2 (dua) saku di belakang ; 
dan  

e. 2 (dua) saku tempel di samping bagian paha.  

(4) Kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)  huruf 
c meliputi : 
a. tutup kepala, terdiri atas :  

1) topi pet;  
2) topi rimba;  

3) safety helmet ; dan  
4) jilbab bagi wanita berjilbab.  

b.  alas kaki dengan menggunakan sepatu lars panjang 

warna hitam polos bertali serta berkaos kaki warna 
hitam; dan  

c. ikat pinggang lapangan.  
(5) Gambar, bentuk, kelengkapan, dan penggunaan Seragam 

Tugas II tercantum dalam La mpiran yang merupakan 

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini.  
 

BAB III  

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN 
 

Pasal 7  
Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan  melakukan 
pembinaan dan pengawasan atas penggunaan  Seragam Tugas.  

 
Pasal 8  

(1) Setiap orang yang mengetahui adanya penyalahgunaan 
pemakaian Seragam Tugas  dapat  melapor  secara resmi 
kepada Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan . 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) diajukan 
secara  elektronik atau  nonelektronik.  

(3) Laporan sebagaim ana dimaksud pada ayat ( 2) paling 

sedikit memuat:  
a. bentuk dugaan penyalahgunaan Seragam Tugas ; 
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b.  bukti dugaan penyalahgunaan Seragam Tugas ; dan  
c. identitas pelapor.  

(4) Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan yang menerima  
laporan dugaan penyalahgunaan pemakaian Seragam 
Tugas  berkoordinasi dengan pimpinan/ketua organisasi 

Potensi Pencarian dan Pertolongan yang  dilaporkan.  
(5) Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan melakukan 

verifikasi atas laporan untuk mempertimbangkan 

pelanggaran terlapor.  
(6) Dalam melakukan verifikasi  sebagaimana dimaksud pada 

ayat ( 5), Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan dapat 
melibatkan pimpinan/ketua organisasi Potensi Pencarian 
dan Pertolongan  yang dilaporkan.  

(7) Hasil verifikasi sebagaiman dimaksud pada ayat ( 6) 
menjadi dasar pertimbangan atas pe mberian atau tidak 
diberikannya sanksi administratif.  

 
BAB IV  

SANKSI ADMINISTRATIF  
 

Pasal 9 

(1) Pemakaian  Seragam Tugas yang tidak sesuai dengan 
ketentuan  sebagaimana dimaksud dalam Pasal  3, 

dikenakan sanksi  administratif  sesuai dengan tin gkat 
pelanggaran yang  dilakukan . 

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) 

berupa:  
a. peringatan lisan;  
b.  peringatan tertulis;  dan  

c. pencabutan  keanggotaan  secara permanen  sebagai 
Potensi Pencarian dan Pertolongan Badan Nasional 

Pencarian dan Pertolongan . 
(3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) 

huruf a dan  huruf b dilakukan oleh Kepala Kantor 

Pencarian dan Pertolongan.  
(4) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) 

huruf c dilakukan oleh:  
a. Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan setelah 

men dapatkan rekomendasi dari Direktur Bina 

Potensi; atau  
b.  Direktur Bina Potensi.  

(5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pemberian 

sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat ( 2) 
ditetapkan oleh Kepala Badan.  

 
BAB V  

PENDANAAN  

 
Pasal 10 

(1) Badan dan instansi/organisasi Potensi Pencarian dan 
Pertolongan  bertanggung jawab mengalokasikan  
pendana an  Seragam Tugas . 

(2) Pendana an  Seragam Tugas  bersumber dari:  
a. anggaran pendapatan dan belanja negara;  
b.  anggaran pendapatan dan belanja daerah; dan/atau  
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c. sumber pendanaan lain  sesuai dengan ketentuan 
peraturan perundang -undangan.  

 
BAB VI  

KETENTUAN PENUTUP  

 
Pasal 11 

Peraturan Badan  ini mulai berlaku pada tanggal 

diundangkan .  
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Agar  setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Badan ini dengan penempatannya 

dalam Berita Negara Republik Indonesia.  
 
     

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 28 Desember 2023  
 

KEPALA BADAN NASIONAL  
PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  

REPUBLIK IN DONESIA,  
 
     t td. 

 
        KUSWORO  

 

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 29 Desember 2023 

 
DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG -UNDANGAN  

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,  

 
t td. 
 

ASEP N. MULYANA  
 
 

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2023  NOMOR 1080 
 

 

Salinan sesuai dengan aslinya 

 KEPALA BIRO HUKUM 

 DAN KERJA SAMA, 
 

 
 
 DIDI HAMZAR
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LAMPIRAN  

PERATURAN BADAN NASIONAL PENCARIAN DAN PERTOLONGAN   
REPUBLIK INDONESIA  

NOMOR 5 TAHUN 2023   
TENTANG  
SERAGAM TUGAS  POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN   

 
 

 
 

SERAGAM TUGAS  

POTENSI PENCARIAN DAN PERTOLONGAN  
 
 

A. Seragam Tugas I  
 

 1) Tutup Kepala  
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

Topi Pet  
Jilbab  

bagi wanita berjilbab 
Safety Helmet  Topi Rimba  
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 2) Tutup Badan  

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 
 

Celana  

Ikat Pinggang  

Kemeja  

Kaos 


